MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 675);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating

procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;
c. mekanisme kerja; dan
kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID;

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan,;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

3.

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam  menjalankan  tugasnya, dalam rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian = Perhubungan dapat melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik

kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

i

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website

dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA huruf c, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:

Lo S

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager :  Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager : Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager : Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola o Selurah  unit - PBagian . - di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager : Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan

Pengelola : Seluruh  unit Dbagian di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas . Pegawali yang memiliki
Informasi kompetensi dalam bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager :  Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di

Unit Pelaksana Teknis

Pengelola :  Pejabat struktural/petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana

Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal,

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

W SR N

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AKEBRALABIRO HUKUM,
S N\
T\

e '4"
N
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASAN PPID
MENTERI PERHUBUNGAN
PPID UTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA UPT PPID PELAKSANA UPT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS




N

III.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

s ) -

Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan,;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon III di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat




IV.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

S| D Ly

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural / petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA

o Y e

Standar Permintaan Informasi Publik

Informas:

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Jenis Kegiatan Keterangan
Masyarakat P > PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi
1 |Permohonan Informasi O e Formulir Informasi| 10 Menit Formulir
Identitas Pemohon
; Informas:
M rarat- t :
2 ;ﬁ’fﬁfgrﬁlm (KTP/NPWP/Akta | 10 Menit Data
& Pendirian Badan
Hulkum)
Registrasi dan Meneruskan - Register
3 |Permonan Informasi untulk di Permohonan 10 Menit Data
Proses Informas:
- Koordinasi dengan
4 | Memproses permohonan Pemilik Informasi | 5 Han Kerja Burat
{Unit Kerja)
: : & Formulir
- |Memberikan Formulir e 3 ; : :
S it Pttt Pembentahuan 1 Hant Kerja | Formulir
Tertulis
Menyampaikan Permohonan 3 :
6 |Informasi dan Tanda Terima < e e 1 Hari Kerja i
Informasi Terima
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Standar Pengajuan Keberatan

Pelaksana Mutu Baku
N¥o| Ursian Jenis Kegiatan
Petugas
Masyarakat s PPID Atasan PPID | Kelengkapan Waktu Output
. |Msnsnma Surat Keberatan O e (92 mm:m 10 Manit Formutir
- . s
Informasi Informasi
3 Formulr
5 Parmohcnan
i Informasi,
Mameriicsa Syarat-syarat Identitas Femohon :
-
2 o ; > 10 Manit Dama
[ (TP / NPWP/ Akza
i Fendirian Hadan
Fagistrasi dan . Fagis bar
3 [Meneruskanaberatan e rmne | 10 Manit Daz
Informasi untuk &i Prosss
Pormalr
Parmohcnan
4 [Mamproses Keberatan Informasi. 10 Eari Karja|  Sumt
Kebaratan
Informasi
Mambuat Tanggapan aas W Kepurizan Atasan
5 |Keberatan dalam bentuk D S Han Kerja | Keputusan
Keputusan
Malaksanakan Kapatusan " Keputusan Asasam| . . . .
& g poe=2 1HariKerja | Daca
&
- |Mamberican Informazi Publik = Tonda TREMA | ; poyi giugia | ToNMR
" |dan Tanga Terima Informasi Informasi Terima
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pelaksana Komisi Standar Mutu
: FPID Informasi
» - Pemchon | Pelsksana | PPID Pelzksanz | PPID Utamaz A;:s';n Pusat (KIP) Kelengkapan | Waktu Output
UPT

1 | Apabila tidak mendapatkan (/- ‘\\_ ‘rj Surat 30 hari | Surat
tanggapan atas keberatan L _/," s el keberatan kerjz | gugatan
yang telah diajukan kepada s sengketa
atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh} hari
kerja sejak keberatan
diterima oleh atasan PPID
2tau merasa tidak puas
terhadap informasi yang
diberikan, pemohon
informasi dapat
mengajukan sengheta

+ Surat gugatan | 1 hari

2 | Pengajuan senghketa dari sengketa kerjia | Surat
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Komisi Informasi Pusat{KIP) sengketa

Y

3 | Komisi Informasi Pusat Surat 14 hari
menerima pengajusn pengzjuzn kerja / Surat
sengketa Pemchon lalu sengkets paling | pemberitahu
memberikan surat pem lambat | an kepada
beritahuan kepada Atasan 100 Atasan PPID
PPID terkait sengksta hari
tersebut kerjz

4 | Atasan PPID menerima x: s
pemberitahuan sengketa, ki B Surat L hari
Atasan PPID dapat pemberitahua | kerja Surat kuasa
mewakilkan sengketa atau nkepada atau
memberikan kuasa kepada Atasan PPID disposisi
PPID Utama, PPID
Pelaksana atau PPID
Pelzksana UPT

5 | PPID Pelzksanza UPT dan » » Surat 1 hari
PPID Pelaksanz dibantu pemberitahua | kerja
oleh PPID Utama nrapat Hasil rapat
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

No

Kegiatan

Pelzksanz

Standar Mutu

PPIDUPT

PPID Pelaksana

PPID Utama

Atasan PPID

Kelengkzpan

Waktu

Output

Keterangan

PPID UPT membuat
usulan Daftar
Informasi Publik
(DIP) t2lu
menyerahkannya
pada PPID Pelaksana

PPID Pelzksanz
menerima Daftar
Informasi Publik
(DIP} dari PPID UPT

PPID Pelzksanz
menyusun Daftar
Informasi Publik dari
PPID UPT, dan PPID
Pelzksana turut
membuat Daftar
Informasi Publik lalu
mengajukznnyz
kepada PPID Utamz

PPID Utama
menstapkan daftar
informasi publik
yang telah
dikiasifikasi

Atasan PPID
memberikan
persetujuan
terhadap
pengklasifikasian
informasi yang
diajukan oleh PPID
Utama dalam bentuk
peraturan internal
kementerian

Data dan Informasi

Data dan Informasi

Surat usulan daftar
informasi publik

Draf Daftar
Informasi Publik

Daftar Informasi
Publik yang telah
diszhkan

§ hari kerja

2 hari kerja

§ hari kerja

1 harikerja

1 harikerja

Usulan DIP

Usulan DIP

Susunan Daftar
Informasi Publik

Klasifikasi DIP

Draf Daftar
Informasi Publik
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Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Pelaksana Standar Mutu
s To— i FT s P PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Waktu Qutput S———
1 | PPID UPT membuat Data dan 5 hari Usulan DIP
usulan Daftar Informasi i | 5 Informasi keria
Dikecualikan (DIK) lalu Mol
menyerahkannya pada
PPID Pelzksana
2 | PPID Pelaksana juga '
membuat Daftar
Informasi Dikecualikan
(DIK]}, serta menerima Surat usulan S hari Surat
Daftar informasi Daftar kerja pemberitahuan
Dikecualikan (DIK) dari Informasi sudah pernzh
PPID UPT Dikecualikan dilzkukan uji
- Jika sudah pernah {DIK} konsekuensi atau
ditzkukan uji konsekuensi suUrat pengantar
sebeiumnya maka PPID uji konsekuensi
Pelzkzanz menyampaikzn atau usulan
pemberitahuan bahwa Daftar Informasi
sudah pernah ditzkukan Dikecualikan (DIK)
uji konsekuens:
- Jika belum dilakukan uji
konsekuensi maka PPID
Pelaksana menyampaikan
pemberitahuan kepada
PPID Utama untuk - Undangan uji
ditzkukan uji konsekuensi konsekuensi
4 -Usulan DK
3 | PPID Utama - Disposisi
memerintahkan PPID Surat 1 hari - Draf awal DIK
Pelzkzanz untuk rapat uji pengantar uji kerja Kementerian
konsekuensi konsekusnsi - Berita acara uji
dan usulan DIK konsekuensi
4 | PPID UPT dibantu PPID
Pelaksana > - Undangan Uji | 2 hari -Draf revisi DIK
menyslenggarakan rapat T konzekusnsi kerja Kementzrian
uji konsekuensi dipimpin \/ - Usulan DIK -Berita acara uji
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Pendokumentasian Informasi Publik

No

Uralan Jenis Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

PFID Pelaksana
& PFID
Pelaksana UPT

Heterangan

Mengumpulian data informasi
car PPID Pelaksana & PPID
Pefaksana UPT yang akan
cidokumentasikan

Dezkripsi informasi

[

Melskukan identifikasi informasi
pubik yang telah dibuat olen PPID
Pelsksana & PPID Pelakzana UPT
calam bentuk ringkasan jenis-jenis
irformasi (Serta-merts, berkais,
setiap zaat. dan cikecualican)

indormasi

Data Informast

T

Melakuksn pemeriksasn data
berupa verifikasi, otentificasi serta
validasi untuk menjamin kesslian
irformasi tersebut

Data Informasi

Dokumen

Melaporkan hasil pemanksaan
informasi yang talah
eikiasifikasikan secual dangan
JeTuznya (serta-merta, berkala,
Teuap saat, dan dikecualikan)
kepada Atasan PFID

Daftar Informasi

w

Atacan PPID memanksa

|ksmbali Daftar Informast

Pubiik yang talah melaiul
proses otentifileasi serta
vabdas: olel FFID Utama, lalu
ditandatangani sebagal bukd
bahwra Atasan FFID tlah
mangeahui daftar informast
pubik yang akan
didokumentasiican

Daftar Informasi
Publik

Dadtas Informaz:
Publik yang

ditandatangani

Dadtar Informast Publik yang
telan ditandatangars el
Atazan PPID dipublikazican &1
Wabzit serta disimpan
sebagal arsip

Daftar Informasi
Publk yang tdah
ditandatangan

Publikasi

Arzip
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Standar Pengujian Konsekuensi

Pelaksana Mutu Baku
No| Uraian Jemis Hegiatan PFID Pelakzana Heterangan
& PFID FPID Utama Atazan PPID | Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana UPT
Memnta usulan berupa caftar Usulan dadtar
1 |informasi cikecualivan dari PPID ( ) Delcumen informas:
Pelsksana can PPID Pelsksans UPT ddcetualizn
Menerima uzulan daftar nformasi Draf: uswlan dadtar
2 |cikecuslikan dari PPID Pelsksars & | LI- infermac FaGEE ey
PPID Pelzksara UPT e Tuanian
Me'akukan koorcinasi dengan
PPID Utama serta mengeiois Fenmbangan
® Dakum
& linsarmasi untuk dictaskasikan >|l I sartuic -
kembali |
|
Jika terdapat permohonan
informasi yang dtanggap
durecualikan, wap bedum
terdapat di dalam daftar
informasi yang dikecualiican, 3
4 |maka alen dilaknukannya D unc.tmgan Daokumsn
rapat perziapan untak s
walktu, P
dan pesera ujt konseluensi,
S6ITA dapat mengundans
pihak luar sebagad anl
Asdnicukan rapat ujt
konzslouensi secara berials
s Aty sewakva-walktu dsngan | I Dolumsn dan Hasil rapat uji
peserta wji konsslouensi yang lampiran-lampiran konsslnuensi
talan dizentukan dan
undangan pihak anli
Mclaporican draft haci rapat : .
&=h e P Hastl rapat ui Dradft hasil rapat
e ——— ]| s o e g
Menyusun draft dafiar |
% informazi dilcscualikan yang E(___ ! Draft nas rapat =
telan diputuzion olsh Atazan ujl konsslouens
FFID ]
t
Minatapkan dafiar informac L
g |8 & O Dolcumen .

manerbictan Surat Xeputusan
FFID Utama

Heputusan (3K
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku

Petugas
No. Aktivitas Masyarakat | |nformasi PPID

Kelengkapan Waktu Qutput | Keterangan

Kartu identitas 10 menit Data
ipemohon informasi
(KTP, NPWP, Akta

[ Pendirian Badan
S St Hukum).

IFormulir = Formulir
b em,,,hmv dﬂmm 10 menit
1
2. mraﬂa.
[Registar 10 menit Data
Parmohonan
[nformasi.
v
: =
4 idenzan |5 harikena | Surat
kena pamilik
] L
6. berikan o | [Formulir 1 hari kerja | Formulir
formuli F beritahuan
pembentahuan F&‘\s.
ertulis.
7. yampaikan anda tarima B Tanda
penerimaan i i 1 harikera | terima
onan infermasi
pa tanda terima

nformasi.
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda

Pelaksana Mutu Baku
Petugas
No. Aktivitas lInformasi [PPID
Satpam IMasyarakat Kelengkapan ([Waktu | Output o
Satpam membantu 15 IPenyandang
pemohon informasi Imenit isabiltas
yang berkursi rods Imendapat
menuju ke rusngan akses prioritas)
1 PPID. Apabils pemchon
informasi menggunakan O—"
kendarazan, telah
tersedia parkir khusus
dizabilitas di lingkungsn
Kantor Kemenhub
pusat
Pejabat Informasi Kartu identitas 10 Data
imenerims pemchon pemohon Imenit
penyandang disabilitss t informasi (KTF,
yang sebelumnys telah l_ NPWP, Akta
2 disntar oleh petugas 1 Pendirian Badan
keamanan {satpsm) Hukum).
Petugas informas: memeriksa Formulir Formulir
kelengkapsan sekaligus permohonan 10
membariksn formulir : 3 informazi [menit
3 permohonan informasi E I
Petugss informasi menerima Registar 10 Dsta
jpermohonan cari penyandang Permobonan Imenit
disabilitas (layananpricritas) Informast.
den melskukan pengisisn
formulir
4 »
I_:|
5 Petugss Informasi Koordinasi dengan |5 hari | Surat
memproses informasi unit kerja pamilik  |kerja
informasi.
:L_]
8 Memberikan formulic Formulir 1 hari | Formulir
pemberitshuan tertulis. pamberitabuan [keria
tertuliz.
=
7 Menyampaiksn penerimasn Tands terima [Tanda
permohonan informasi berups informasi. 1 terima
tands terims informasi. Ihari

lkerjs




Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

=29 -

Pelaksana Mutu Baku
o Petugas
No. Aktivitas Satpant TEEES Informasi|PFID Kelengkapan |Waktu | Output
Ketarangan
[Eateam memcanty 5 Eenyindang
jeemohon informasi ment  [isabilitas
lvang tuna rungu Imendapat
Imenuiu ke ruanqsn lskses prioritss
= O]
¥
F=jabat Informas: i Karty identitas 1Q Csta
enerima gemohon ! cemaohon mena
cenyandang disabilizas 3 informasi (KTFP
ana sebelumnya 1elan | INPWP. Akt
s iantsr oleh oetugss e '| Fzndinan Sadar
ce3Manan (3AWLAM ). Husun .
[Froses komunikssi
rt3rs pemeonon
nEan petgas
j~formasi berbasis
ulisan sebagai bentuk
manuhan hak
is3Cilit3s
Fetugss informas mermerikss [Formulir . Formulir
celenckacsn sekaligus [oermakonan b
membedikan farmulic finformasy mena
3 remchonan informas l ]
etuass informas ]
membenkan penjsissan terkait
ormuiir dengan cara
menurjuk twlissn 3¢ formulic
ambil mamosrikan perhatan
husus e permohon informas:
ang tuna rungu
Featugas informas: menerma [F.egister 10 Cats
reeobonan dar penvandsng [Permchonen mena
is3oiitas (layanancrioritas) [nformasi
n melsku«an pengsian
ormulic

i ol

3 Fetugss Informasi Coordinas: denzar |5 har | Surat
memproses ~formasi. umis keriz pemilik  |«eris

imformas:.

<] Memben«an formuir [F ormulic 1 hari | Formulir

cemosritahuan tettuls [pemberitaiizan wars
Rertuliz
I -

7 PMenyampai«<an penesmast [Tanda terima Tanaa
joermohonan informas: berups linformize: terimia
fanas terima ~formasi nari

wer3

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI




